Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap  Belanja Daerah by Jati, Berliana Dara
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah 
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) 
 
Berliana Dara Jati1), Arief Sadjiarto2) 
162014026@student.uksw.edu1), rifsad@staff.uksw.edu2) 





Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah 
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yaitu data sekunder 
dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi data Laporan Realisasi Belanja Daerah, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan waktu, data yang digunakan time 
series periode2013 sampai dengan periode 2016, diperoleh dari Statistik Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Populasi berjumlah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah dalam periode 2013-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan saturation sampling 
(sampel jenuh) karena jumlah populasi yang masih dalam jangkauan penelitian yaitu sejumlah 29 
Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis regresi merupakan metode analisis yang 
digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum 
terhadap Belanja Daerah Tahun 2013-2016 (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) sebesar 
0.687 atau 68.7%. (2) Terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 
Tahun 2013-2016 (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) sebesar 0.496 atau 49.6%. (3) 
Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah 
Tahun 2013-2016 (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) sebesar 0.853 atau85.3%. 
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A. PENDAHULUAN  
Daerah yang ada di Indonesia mengalami perkembanganyang maju dan sangat pesat, hal ini 
sejalan dengan adanya pelaksanaan kemandirian daerah yang semakin berkembang. Perkembangan 
daerah yang pesat ini tidak lepas dari pemerintahan daerah yang dapat terselanggara dengan baik 
karena disebabkan oleh berbagai faktor sumber daya yang memiliki tujuan yaitu dapat 
menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan daerah. Faktor keuangan yang menjadi faktor 
utama dari sumber daya finansial yang digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan bagi 
pemerintah daerah. 
Belanja Daerah menurut Halim (2008:322) adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai 
kekayaan bersih. Belanja atau pengeluaran merupakan pengeluaran kas daerah yang dilakukan secara 
teratur oleh pemerintah daerah guna membiayai kegiatan operasi dalam pemerintahan dan 
selanjutnya akan dilaporkan dalam APBD. Meningkatnya pengeluaran belanja daerah harus 
seimbang dengan dana yang diperoleh supaya dapat memenuhi keperluan yang dibutuhkan. Apabila 
kebutuhan tersebut telah terpenuhi, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah menjadi 
meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal. Kaitannya dengan 
kegiatan belanja pemerintah daerah tersebut, terdapat dua sumber utama yang dapat membiayai yaitu 
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Dana alokasi umum menurut Halim(2008:323) 
adalahdana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada setiap daerah dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan dalam memenuhi kebutuhan agar dapat mewujudkan 
pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:18) menyatakan bahwa kemampuan 
daerah dalam menghasilkan sumber daya yang tinggi akan menyebabkan daerah tersebut memiliki 
kebebasan dalam menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan 
daerah. Menurut Halim (2012:24) dua sumber pendapatan tersebut memiliki jumlah cukup besar, 
sehingga dari kedua sumber utama tersebut memiliki peran penting dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
Masalah belanja dan anggaran belanja daerah yang sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah 
adalah berkaitan dengan komponen dari PendapatanAsli Dearah (PAD) yaitu penggalian dari sumber 
pajak dan retribusi daerahyang secara keseluruhan belum mampu memberikan kontribusi yang cukup 
besar terhadap penerimaan daerah dalam kaitannya tentang lemahnya kemampuan perencanaan dan 
pengawasan keuangan. Fenomena umum dalam bidang keuangan daerah yangseringterjadi pada 
sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah kontribusi PAD yang relative kecil dalam 
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran daerah yang masih sangat 
kecil dan bervariasi dalam membiayai kebutuhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu kurang 
dari 10% hingga 50%. Pembiayaan daerah yang masih rendah dan bervariasi dalam pajak dan 
retribusi daerah sehingga terjadi perbedaan dalam jumlah penduduk yang cukup besar, kemampuan 
masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan yang masih kurang dan keadaan geografis yang 
bermacam-macam sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat relatif 
mahal. Kemandirian suatu daerah yang semakin tinggi akan menjadikan daerah tersebut dapat 
memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan yang diberikan dari pemerintah 
pusat. 
Secara umum, peranan dari pendapatan asli daerah dan kemampuan daerah yang semakin tinggi 
dalam membiayai kebutuhannya sendiri maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang 
positif. Selain itu, belanja dari aparatur daerah yang terdapat dalam belanja daerah yang jumlahnya 
lebih dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga memberikan berbagai 
dampak yaitu pemborosan pada bagian pemerintah daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tetapi justru digunakan untuk membiayai belanja 
pemerintah daerah dengan jumlah yang banyak. Maka dari itu alokasi dana belum dimaksimalkan 
dengan baik, sehingga berakibat mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik/masyarakat. 
 
B. METODE PENELITIAN  
Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Data sekunder merupakan jenis data 
yang digunakan. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
meliputi data Laporan Realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi 
Umum (DAU). Berdasarkan waktu, data yang digunakan adalah time series periode 2013 sampai 
dengan periode 2016, diperoleh dari Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pusat 
Statistik Jawa Tengah. 
Populasi berjumlah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2013-2016. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan saturation sampling (sampel jenuh). Penggunaan 
saturation sampling (sampel jenuh) dikarenakan jumlah populasi yang masih dalam jangkauan 
penelitian yaitu sejumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data 
meliputi analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis. 
Hipotesis dalam penelitian ini meliputi : 
1. Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
2. Terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
3. Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
 
C. HASIL PENELITIAN  
1. Uji Normalitas  
Berdasarkan uji normalitas tersebut, nilai signifikansi antar variabel memiliki nilai 
signifikan sebesar 0.888. tersebut nilai signifikansi yang telah diasumsikan sebelumnya yaitu 
sebesar 0.05. 
2. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan hasil uji nilai statistik Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 0.900. 
Berdasarkan asumsi ketentuan diatas nilai D-W yang dihasilkan berada diantara -2 sampai +2 
yang berarti bahwa data yang diuji tidak mengandung atau bebas auto korelasi. 
3. Uji Multikolinearitas 
Berdasarkan hasil nilai VIF (Variance Inflation Factor) yaitu variabel Dana Alokasi 
Umum dan variable Pendapatan Asli Daerah  memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 
1.190. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar 
variabel independen. 


















Berdasarkan uji tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar dan 
tidak mengumpul di atas dan di bawah atau disekitar 0 serta penyebaran titik-titik data tidak 
membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit kembali. 
5. Analisis Regresi 
a. Analisis Regresi Sederhana  
1) Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Daerah sebesar 
68.7%. Sehingga 31.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh 
peneliti. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah memilki persamaan 
sebesar BD = -283,529,431,922.431+ 2.312 DAU yang memiliki arti Dana Alokasi 
Umum meningkat satu satuan maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 2.312. 
2) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Daerah sebesar 
49.6%. Sehingga 50.4% dipengaruhi pada variabel lain yang tidak dilakukan oleh 
peneliti. Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah memilki 
persamaan sebesar BD = 1,091,540,862,335.420 + 2.595 PAD yang berarti apabila 
variabel Pendapatan Asli Daerah meningkat satu satuan maka akan meningkatkan 
Belanja Daerah sebesar 2.595. 
b. Analisis Regresi Berganda 
Perhitungan analisis regresi berganda memiliki hasil sebagai berikut : 
BD = -263059391643.672+ 1.817DAU + 1.635PAD 
Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut, maka β = -263059391643.672, 
yang mempunyai artinilai koefisien regresi DAU sebesar 1.817 meningkat satu satuan 
maka nilai BD akan meningkat 1.817 sedangkan asumsi PAD tetap. Demikian juga nilai 
koefisien regresi PAD sebesar 1.635 yang berarti jika PAD meningkat satu satuan maka 
nilai BD akan meningkat sebesar 1.635 dengan asumsi DAU tetap.  
c. Uji Hipotesis (Uji F)  
Variabel X1 Dana Alokasi Umum dan X2 Pendapatan Asli Daerah terhadap Y 
Belanja Daerah sebesar 85.3% dan dapat dilihat dari hasil Uji F diperoleh sebesar 
396.429 yang signifikan pada tingkat kesalahan 0.000 maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan antara variable Dana Alokasi Umum dan variable 
Pendapatan Asli Daerah terhadap variable Belanja Daerah.  
 
D. PEMBAHASAN  
1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di 35 
Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil regresi tersebut memiliki nilai koefisien 
Dana Alokasi Umum sebesar 1.817 yang artinya bahwa setiap terjadi kenaikan Dana Alokasi 
Umum sebesar satu satuan maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1.817 satuan. 
Sebaliknya, jika terjadi penurunan Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan maka akan 
mengakibatkan penurunan Belanja Daerah sebesar 1.817 satuan. Sedangkan diperoleh nilai R 
square sebesar 0.687 atau 68.7%. Maka memiliki arti bahwa Dana Alokasi Umum dari 
Pemerintah Pusat yang diperoleh semakin tinggi maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah akan semakin meningkat. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2016 mengalami 
peningkatan sehingga belanja yang dikeluarkan juga akanmeningkat. Maka dengan demikian 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan maksimal. 
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di 35 
Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil regresi tersebut memiliki nilai koefisien 
Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.635 yang artinya setiap terjadi kenaikan Pendapatan Asli 
Daerah sebesar satu satuan maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1.635 satuan. 
Sebaliknya, jika terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan maka akan 
mengakibatkan penurunan Belanja Daerah sebesar 1.635 satuan. Sedangkan diperoleh nilai R 
square sebesar 0.496 atau 49.6%. Angka tersebut memiliki arti yaitu Pendapatan Asli Daerah 
yang diperoleh dari setiap daerah berjumlah semakin banyak akan menyebabkan meningkatnya 
pengeluaran belanja daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang 
paling penting dari pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kekayaan yang 
diperoleh dari daerah itu sendiri. Selain itu, PAD dapat digunakan untuk menilai kemandirian 
dalam hal tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan, pembangunan, dan pelayanan kepada 
masyarakat yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah Jawa Tengah. 
Pemerintah dalam meningkatkan PAD seharusnya dapat mengolah kemampuan sumber daya 
yang berasal dari wilayahnya sendiri. Maka dengan meningkatnya PAD, diharapkan 
kesejahteraan masyarakat daerah menjadi meningkat dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi 
lebih baik. 
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 
pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
Hasil regresi membuktikan bahwa nilai F sebesar 396.429 dengan nilai signifikan 0.000 
(>0.05), dengan ini dapat diketahui bahwa secara bersama-sama Dana Alokasi Umum dan 
Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di 35 
Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan diperoleh nilai R square sebesar 0.853 
atau85.3%. Maka dengan hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau menerima Ha dan 
menolak Ho. 
 
E. SIMPULAN DAN SARAN  
1. Kesimpulan  
a. Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Tahun 2013-
2016 (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) sebesar 0.687 atau 68.7%. 
b. Terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Tahun 2013-
2016 (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) sebesar 0.496 atau 49.6%. 
c. Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah terhadap 
Belanja Daerah Tahun 2013-2016 (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) 
sebesar 0.853 atau 85.3%.  
2. Saran 
a. Bagi Peneliti  
Pendalaman mengenai ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai pengembangan 
dalam bidang belanja daerah serta penerapan berbagai teori yang diperoleh selama kuliah 
pada mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan membandingkan dengan kondisi yang ada. 
b. Bagi Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah harus mampu menyajikan data secara transparan dan menggunakan 
dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah dengan 
seimbang sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (goodgovernance). 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebaiknya peneliti selanjutnya mencari variabel-variabel lain yang mempengaruhi 
Belanja Daerah yang belum dibahas dalam penelitian ini. Misalnya variabel PDRB (Produk 





BPS. 2013. ProvinsiJawa Tengah DalamAngka 2013 (Jawa Tengah Province in Figures 2013). Jawa 
Tengah: BPS ProvinsiJawa Tengah. Diaksesmelalui: 
https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/09/943/pendapatan-asli-daerah-menurut kabupaten-
kota-se-jawa-tengah-tahun-anggaran-2011---2013-ribu-rupiah-.html 
____. 2013. ProvinsiJawa Tengah DalamAngka 2013 (Jawa Tengah Province in Figures 2013). Jawa 
Tengah: BPS ProvinsiJawa Tengah. Diaksesmelalui: 
https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/09/941/realisasi-belanja-daerah-menurut-kabupaten-
kota-se-jawa-tengah-tahun-2013-ribu-rupiah-.html 
____. 2014. ProvinsiJawa Tengah DalamAngka 2014 (Jawa Tengah Province in Figures 2014). Jawa 
Tengah: BPS ProvinsiJawa Tengah. Diaksesmelalui: 
https://www.scribd.com/document/339904379/jawa-tengah-dalam-angka-2014-pdf 
http://bpkad.jatengprov.go.id/transparasi/anggaran-apbd 
____. 2015. ProvinsiJawa Tengah DalamAngka 2016 (Jawa Tengah Province in Figures 2016). Jawa 
Tengah: BPS ProvinsiJawa Tengah. Diaksesmelalui: 
https://jateng.bps.go.id/publication/2017/12/08/873c7ea38c95750e3826924d/statistik-keuangan-
pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2015.html 
____. 2016. ProvinsiJawa Tengah DalamAngka 2016 (Jawa Tengah Province in Figures 2016). Jawa 
Tengah: BPS ProvinsiJawa Tengah. Diaksesmelalui: 
https://jateng.bps.go.id/publication/2017/12/08/873c7ea38c95750e3826924d/statistik-keuangan-
pemerintah-provinsi-dan-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2016.html 
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 
___________. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. 
 
